
PRr,~"f)~N 

RE~'UBUK INDON~SIA 

PERATURAN PEMERINTAII REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 18 TAHUN 1999 

TENTANG 

m<GI'U)L,'AI:J LIMBAH BAHAN BERBAHA Y A DAN BERACUN 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya sehingga tetap 

mampu menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan; 

b. bahwa dengan merungkalOya pcmballgunan di scgala bidang, 

khususnya pembangunan di bidang industri, scmakin meningkat pula 

jumlah limbah yang dihasilkan lermasuk yang berbahaya dan 

beracun yang tlarat membahayak~n Iingkullgan hidup dan kesehatan 

manuSla; 

c. bahwa dengan diulldallgkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

1997 tcntang Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu dilakukan 

pcnyesuaian terhatlap Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 

jo. Peraluran Pemerin!ah Nomor 12 Tahun 1995 lenlang Pengelolaan 

Limbah Bahan Bcrbabaya dan Beracun; 

d. bahwa 5ehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu 

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Limbah 

Bahan Berbahaya dan Beracun; 

1. Pasa! 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lmgkungan Hidup (Lcmbaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 

MEMU-i·USKAN •... 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN 

LIMBAH BAHAN BERBAHA YA DAN BERACUN. 

BAH I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

DaJam Peraturan Pemerinlah ini yang dimaksud dengan : 

1. Limbah adalah sisa suam usaha dan/atau kegiatan; 

2. Limbah bahan berbahaya dan beracun, disingkat limbah 83, adalah 

sisa suatu usaha Jan/alau kegiatan yang mengandung bahan 

berbahaya danlatau beracun yang karena sifat danlatau , 
konselllra~inya dan/alau jumlahnya, baile secara langsung maupun 

tidak langsung, dapal mencemarkan dan/atau merusakkan 

angktmgan hidup, dan/alan dapat membahayakan lingkungan hidup, 

kesehatan, kelangsL,ngan hidup rnanusia serla makhluk hidup lain; 

3. Pengelolaan Iimbah BJ adalah rangkaian kegiatan yang mencakup 

reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, 

pengo!;,., it), dan penimbunan Iimbah B3; 

4. Reduksi Iimbab B3 adaJah suatu kegiatan pada penghasil untuk 

mengurangi jumlab d~Tl mengurangi sifat bahaya dan racun limbah 

B3, sebelum dihasiJkan dari suatu kegialan; 

5, Pcnghasil limbah B3 adalab orang yang usaba dan/atau kegiatannya 

menghasilkan Jimb~b B3; 

6. PengumpuJ .,' 
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6. Pengumpullimhah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegialan 

pengumpulan dengan lujuan untuk mengumpulkan limbah B3 

sehelum dikirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaatan 

dan/atau pellimbunan limbah B3; 

7. ,Pengangkut limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan 

pengangkulan Jimbah B3; 

8, Pemanfaat limhah 83 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan 

pemanfaatan limbah 83; 

9. Pengolah Iimbah 83 adalah badan usaha yang mengoperasikan 

sarana pengolailan limbah B3; 

1". Penimbun limbah 83 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan 

penimbunan limhah B3; 

11, Pengawas adalah pejabal yang bertugas dl ins/ansi yang bertanggung 

jawab melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah 83; 

12. Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang 

dilakukan oleh penghasil dan/alau pengumpul dan/atau pemanfaat 

dan/atau pengolah dan/alau penimbun Iimbah 83 dengan maksud 

menyimpan semenlara; 

13. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mellgumpulkan limbah 83 

dari penghasil limbah 83 dengan maksud menyimpan sementara 

sebell .... , diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengo1ah dan/alau 

penimbun limbah 83; 

14, Pengangkutan Jimbah 83 adalah suatu kegiatan pemindahan limhah 

B3 dari penghasi! dan/at.tu dari pengumpul dan/alan dari pemanfaat 

dan/atau dari pengolah ke pengumpul danlatau ke pemanfaat 

dan/alau Ice pengolah danlatau ke penimbun limbah 83; 

15. Pemanfaatan ... 
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15. Pemanfaatall limbah B3 adalah suatu kcgiatan perolehan kembalj 

(recovery) dan/atau penggunaan kembali (reuse) dan/atau daur ulang 

(recyde) yang bertujl1an untuk mcngubah limbah B3 me"jadi suatu 

proliuk yallg dapat digunakan dan hams juga aman bagi lingkungan 

dan kesehatan manusia; 

16. Peng()lahan limbah B3 adaJab proses untuk mengubah karakteristik 

dan komposisi limbah B3 untuk menghilangkan dania/au 

meilgurangi sifat bahaya daniatau sifat racun; 

17. Penimbullan Jimbah B3 adalah suatu kegiatan menempatkan Jirnbah 

B3 pada sua!u fasilitas penimbunan deogan maksud tidak 

membahayakan kesehatan rnaJlusia dan iingkungan hidUp; 

18. Orang adlllah orang perseorangan, danJatau kclompok orang, 

dan/atau badan hukum; 

19. Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang bertanggung 

jawab di bidang ;>engendaiian dampak lingkuogan; 

20. Menteri adalah Meoteri yang ditugasi untuk menge:ola Iingkungan 

hidllp; 

rasal 2 

PengeloJaan limbah B3 benl\illan llnlllk mencegah dan menanggulangi 

pencemaran dan/atau kerusakan Iingkungan hidup yang diakibatkan oleh 

limhah B3 serla melakukan pemuJihan kuaJiras lingkungan yang ~udah 

tercemar sehingga seSllai fungsinya kembali. 

Pasal 3 

Setiap 0: ang yang melakukan usaha dan/alau kegiatao yang menghasilkan 

limbah B3 dilarang membuang limbah B3 yang dihasilkannya itu secara 

iangSllllg ke dalam media lingkungan hidup, lanpa pengoiahan lerlebih 

dabulu. 

Pasa! 4 ... 

n. 
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Pasal4 
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Setiap orang atau badan usaha yang meJakukan kegialan penyimpanan, 

pengumpulan, pengangkUlan, pengolahan, dan penimbunan Iimbah 83 

dilarang melakukan pengenceran unluk maksud menurunkan konsentrasi 

zal,racun dan bahaya limbah B3. 

Pasal 5 

Pengelolaan limbah radio aklif dilakukan oleh instansi yang bertangglmg 

jawab alas pengeloJaa[) radio aktif sesuai dengan peraturan perundang­

undangan yang berlaku. 

BAS II 

IDENTIFlKASr LIMBAH 83 

Pasal 6 

Limbah 83 dapa! diidentifikasi menurut sumbcr dan karakteristiknya. 

Pasa! 7 

(I) Jenis limbah B3 menurut sUillbernya meliputi : 

a. Limhah B3 dari sumber tidak spesifik; 

h. Limbah B3 dari sumber spesifik; 

c. Limbah B3 dati baban kimia kadaluarsa, turnpahan, bekas 

kcmasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. 

(2) Daftar Jimbah dengan kode Jimbah D220, D221, D222, dan D223 

dapat dinyatakan lim bah B3 setelah dilakukan uji Toxicity 

Characteristic Leaching Procedure (TCLP) danlatau uji 

karakteristik. 

(3) Perincian _ 
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(3) Perincian dari masing-masingjcnis sebagaimana dilT'1ksud pacta ayat 

(1) seperti tereantum dalam iarnpiran I Peraturan Pemerintah inL 

Pasal 8 

(lr -Umbah yang tidak termasuk dalam daftar scbagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (3) diidentiflkasi sebagai limbah B3 apabila 

setelah meialui pengujian memiliki salah saIU atau lebih karakteristik 

sebagai berikut : 

a. mudah meled~k; 

b. mudah terbakar; 

c. bersifat reaktif; 

d. beracun; 

e. menyebabkan infeksi; dan 

f. bersifat korosif. 

(2) Limbah yang termasuk Jimbah B3 adaJah limhab lain yang apabila 

diuji dengan metode toksikoJogi memiliki LD50 di bawah nilai 

amhang batas yang telah ditctapkan. 

BAB III 

PELAKU PENGELOLAAN 

Bagian Pertama 

Penghasil 

Pasal 9 

(\) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang 

menggunakan bahan berbahaya dan beracun d~~latau menghasilkan 

iimbah B3 wajib melakukan reduksi Jimbah B3, mengoiah limbah 

B3 dan/atau menimbun limbah 83. 

(2) Apabila ... 

140 
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(2) Apabila kegiatan reduksi scbagaimana dimaksud pacta ayat (1) masih 

menghasilkan limbab 83, dan limhah 83 tersebut masih dapal 

dimanfaatkan, penghasil dapat memanfaatkannya sendiri alau 

menyerahkan pemanfaalannya kepada pemanfaat lirnbah 83. 

(3)· Setiap orang yang menghasilkan Iimbah 83 wajih mengolah lirnbah 

83 yang dihasilkannya s~.;uai dengan teknolngi yang ada dan jika 

tidak mampu diolah dl dalam oegeri dapa! diekspm ke negara lain 

yang memiliki teknologi ~engolahan limbah 83. 

(4) Pengoiahan danlatau penimbunan Iimbah 83 sebagaimana dimaksud 

pacta ayat (I) dara! dilakukan sendiri oleh penghasillirnbah 83 a/au 

penghasil limbah B3 dapat menyerahkan pengoJahan dan/atau 

penirnbunan Iimbah 83 yang dihasilkallJlya itu kepada pengolah 

dan/a/au penimbun lirnbah B3. 

(5) Penyerahan lirnbah B3 kepada pemanfaat sebagaimana dimaksu~ 

pada ayat (2), untuk diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

serla kepada pengolab dan/atau penimbun limbah B3 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) lidak mengurangi tanggung jawab penghasiJ 

limbah B3 untuk rnengolah limbah B3 yang dihasllkannya. 

(6) Ketent"Jan pengelolaan limbah H3 yang dihasilkan dari kegiatan 

rumah tangga dan kegiatan skala keeil ditelapkan kemudian olel! 

Kepala instansi yang bertanggung jawab. 

Pasa[ 10 

(I) Penghasil limbah B3 dapa! rnenyimpan Iimbah B3 yang 

dihasilkalmya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum 

menyerahkallJlya kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah 

atau penimbun Iimbah B3. 

(2) Hila ... 

J 
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(2) Hila limbah H3 yang dibasilkan kurang dari 50 (lima pulub) 

kilogram per hari, pl'ngha5illimbah B3 dapat menyimpo.n limbab B3 

yang dihasilhnnya 1cbih dad sembilan puluh hari sebelum 

diserahkan kepada pemanfaat ~tau pengolah atau penimbun limbah 

H3, dengan persetujuan Kepala instansi yang bertanggungjawah. 

PaS'll 11 

(lJ Penghasil lim bah B3 wajib membuat dan menyimpan catalan 

fentang : 

a, jenis, kuakterislik, jumlah dan waktu dihasilkannya limbah B3; 

b. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan lirnbah B3; 

c, nama pengangk','[ limbah 133 yang melaksanakan pengiriman 

kepada pengumpul alau pemanfaat atau pengolah atau pcnimhun 

limbah B3. 

(2) Penghasil limbah B3 wajib mcnyampaikan catatan sebagaimaha 

dimaksuc:. pada ayat (I) sekurang,kurangnya sekali dalam enam 

bulan kepada instansi yang bertanggung jawab dengan tembusan 

kepada instansi yang terkait dan Bupati/Walikoramadya Kepala 

Daerah Tingkat II yang bersangkutan. 

(3) Catalan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dipergunakan untuk : 

a. inventarisasi jumlah limbah B3 yang dihasilkan; 

b, sebagai bahan evaluasi dalam rangka penelapan kebijaks<lnaan 

dalam penge\olaan limbah B3, 

Bugian Kcdua 

Pengll1npul 

Pas~1 1'l 

Pengumpul limbah B3 dilakuk~n oleh badan usaha yang melakukan 

kegiatan pengumpulan limbah B3. 
Pasal 13 . 

--,-~-------, "'-... , 
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Pasa] )3 

(1) Pengumpu! limbah B3 w<ljib rnembuat catlllan tentang : 

'" 

a. jenis, karaklerisllk, jumlah limbah H3 dan waktu dilerimanya 

Iimbah B3 dari pengha,illimbah B3; 

b. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu penyerallan Iimbah B3 

kepada pemanraat dan/alau pcngolah dan/alau penimbun limhah 

B3; 

C. llama pengangkut limhah B3 yang melaksanakan penglrunan 

kepada pemanfaat dan/alau pcngolah dan/atan penimbun limbab 

B3. 

(2) Pengum,:..:1 limbah B3 wajib menyampaikan catalan sebagaimana 

dimaksud pacta ayat (I) sekurang-kurangnya sekali dalam eDam 

bulan kepada instansi yang bertanggung jawlIb dengan tcmb\lf;an , 
kepada instansi yang lcrkait dan Bupati/Walikotamadya Kepala 

Daerah Tingkat II yang hersangkulilll_ 

(3) Catalan sebagaimana dimaksUll pada ayat (I) dipergunakan untuk; 

a. invcntarisasi jumlah limbah B3 yang dikumpulkan; 

b. sehagai ballan cvaluasi dalaIll rangka penetapan kebijaksanaan 

dalam pengC\olaan limbah B3_ 

Pasal 14 

(\) Pcngumpul limbah B3 Japa! mCllY1mpan limbah B3 yang 

dikumpulkanllya paling lama 90 (sembilan puluh) had sebelum 

diserahkan kepada pcmanfaat dan!alau pengolah danlatau penimbun 

limbah B3. 

(2) Pengumpul ... 

, , 
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(2) Pengumpul limhah B3 bertanggung jawab terhadap limbah 83 yang 

dikumpulkan. 

Bagian Ketiga 

Penganglcut 

Pasal15 

(1) Pengangkut lirnbah B3 dilalcukan oleh badan usaha yar); melakukan 

kegiatan pengangkuta[llimbah B3. 

(2) Peut;:ngkutan limbah B3 dapat dilakukan oleh penghasillimhah 83 

untuk limbah yang dihasilkannya sendiri. 

(3) Apabila pengbasillimbah B3 bertindak sebagai pengangkut limbah 

B3, maka wajib memenuhi ketentuan yang berlaku bagi pengangkut 

]i;..bah 83, 

Pasal16 

(1) Seliap pcngangJcutan Iimbah B3 oleh pengangkut limbah B3 wajib 

disertai dokumen limbah B3. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dokumen 11mbah 83 

sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) ditetapkan oleh Kepala instansi 

yang berlanggung jawah. 

Pasal17 .. 

. t t 
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Pasa! 17 

Pellgangkut Jimhah S,1 wajib menyerahkan limbah 83 dan dokumcn 

limhah 83 sebagaimana dimaksuu da!am Pasal 16 ayat (I) kepada 

pengumpul dan/atau pemanf~Jt dan/alau pengolah dan/alau penimhun 

limbah 83 yang dilUnjuk oleh penghasillimbah 83, 

Lagian Keempat 

Pemanfaat 

Pasal 18 

Pcmanfaal limbah 83 dilakukan oleh penghasi! alau badan IIsaha yallg 

melaku!Gm kegiatall pemanfaatan limbah B3. 

Pasal 19 

(1) Pemanfaat limbah 83 yang menghasilkan limbah 83 wajib 

memenuhi ketentuan mengenai penghasil Jimbah 83. 

(2) .l'emanfaat limbah 133 yang daiam kegiatannya melakukan 

pengumpulan Iimbah B3 wajib memenuhi ketentuan mengenai 

pengumpullimbah B3. 

(3) Pemaflfaal limbah B3 yang mciakukan pengallgkutan lirnbah B3 

wajib memenuhi ketentuan mengenai pengangkut limbah B3. 

Pasa! 20 

Pelnanfaat limbah 83 dapa! menyimpan limbah B3 sebelum 

dimanfaatkan paling lama 90 (sembilan puluh) had, 

Pasal21 ... 

,:': 

hit Ii , 
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Pasa!2l 

'" 

Pemanfaat limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catalan 

mengenai: 

a. sumber Iimbah 83 yang dimanfaatkan; 

b. jenis, karakteristik, danjumlah limbah 83 yang dikumpulkan; 

c. jenis, karaklcrislik, dan jumlah limbah 83 yang dimanfaatkan dan 

produk yang dihasilkan; 

d, nama pengangkut yang melakukan pengangkutan Iimbah 83 dari 

penghasil danlatau pengllmpullimbah 83. 

Pasal 22 

(1) Petnanfaat limbah B3 wajih menyampaikan catatan sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 21 sekurang·kurangnya sekali dalam enam 

bulan kepada ins(aosi yang bertanggung jawab dengan tembugan 

kepada instansi yang terkait dan BupatitWalikotamadya Kepala 

Daerah Tingkat II yang bersangkutan. 

(2) Catalan sebagaimana dimaksud pacta ayat 0) dipergunakan untuk : 

a. inventarisasijumlah limbah B3 yang dimanfaatkan; 

b_ sebagai bahan e-"lluasi dalam rangka penelapan kebijaksanaan 

dalam penge\olaan limbah B3. 

Bagian J(nlima 

Pengolah 

Pasa! 23 

(I) Pengolah limbah B3 dilakukan oleh penghasil atau badan usaha yang 

melakukan kegiatan pengolahan limbah 83. 

(2) Pengolah 

i_ 41 X _lj§J& 
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(2) Pengolah limbah B3 dapat mcnyimpan limbah B3 yang akan diolah 

paling lama 90 (sembilan puluh) hari 

(3) Pengolah limbah B3 dapat menyimpan hmbah B3 yang 

dihasilkannya paling lama 90 (sembilan pulub) hari. 

Pasal 24 

(I) Peng0'ah limbah B3 wajib membuat dan menYllllpan catatan 

mengenai : 

a. sumbcr limbah B3 yang diolah; 

b. jenis, karakleristik, danjumlah limbah B3 yang diolah; 

c. nama pengangkut yang melakukan pengangkutan limbah B3. 

(2) Pengolah limbah B3 wajib menyampaikan catatan scbagaimana 

dimaksud pada ayat (I) sekurang-kurangnya sekali dalam enam 

bulan kepada instansi yang bertanggung jawab dengan tembusan 

kepada instansi terkait dan BupalitWali kOlamadya Kepala Daerah 

Tingkat II yang hersangkutan. 

(3) Catalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk ; 

a. invCl1larisasi jumlah limbah B3 yang dimanfaatkall; 

b. sebagai bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan 

dalam pengeioiaan limbah B3. 

Bagian Keenam 

Penimbun 

Pasal 25 

(I) Penimbun limbah B3 dilakukan oieh badan usaha yang melakukan 

kegiatan penimbunan limJah B3. 

(2) Penimbun ... 
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(2) Penimbunan limbah B3 daral dilakukan oleh penghasil untuk 

menimbuJl limbah B3 sisa dari usaha dan/atau kegiatannya sendiri. 

Pasa! 26 

(I)' Penimbun limbah B3 wajib membuat dan menYlmpan catatan 

mengenai : 

ll. sumber limbah B3 yang ditimbun; 

b. jenis, karaklerislik, dan jumlah Iimbah 83 yang dilimhun; 

c. nama pengangkut yang melakukan pengangkutan limbah B3. 

(2) Penimbun limbah D3 wajib menyampaikan catalan sebagairnana 

dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sekali dalam coam 

bulan kcpada installsi yallg bertanggung jawab dengan tembusan 

kcpada instaosi terkait dan Bupati!Walikotamadya KepaJa Daerah 

Tingkat II yang bersangkutan, 

(3) Catalan sebagaimana dimaksud pada ayal (I) dipergunakan uutulc : 

a, inventarisasi jumJah limbah B3 yang dimanfaatkan; 

b, sebagai bahan evaluasi daJam rangka penetapan kebijaksanaan 

dalam pengelolaan limbab B3. 

BABrv 

KEGiATAN PENGELOLAAN 

Dagian Pertama 

Reduksi Limbah B3 

Pasal 27 

(1) Reduksi limbah B3 dapat dilakukan melaJui upaya menyempurnakan 

penyimpanan hallan baku dalam kegiatan proses (house keeping), 

substitusi bahan, modifikasi proses, serta upaya reduksi limbah B3 

lainnya. 

(2) Ketentuan 

I 
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(2) Kctentuan lebih lanjut mengenai rednksi limbah 83 ~ebagaimana 

dimaksud pacta ayat (I) ditetapkan olch Kepala iostansi yang 

bertanggung jawab. 

Bagian Kedua 

Pengemasan 

Pasal28 

(1) Sctiap kemasan limbah B3 wajih diberj simbol dan label yang 

menunjukkan karakteristik dan jenis limbah 83. 

(2) Ketenhlan iebih lalljut mengenai simbol dan label limbah B3 

sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) ditetapkan okh Kepala instansi 

yang bertanggung jawab. 

Bagian Keliga 

Penyimpanan 

Pasal 29 

(1) Penyimpanan limbah 83 dilakukan di [cmpal penyimpanan yang 

sesuai dengan persyaratan. 

(2) Tempat penyimpanan limbah B3 sebagairnana dimaksud pacta ayat 

(1), wajib memenuhi syara! : 

a. lokasi tcw.pat penyimpanan yang bebas banjir, tidak rawan 

bcncana dan di luar kawasan lindung serta sesuai dengan rencana 

lata wang; 

b. rancangan ... 

.. _-----
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b. rancangan ""ngunan disesuaikan uengan jumJah, karakteristik 

limbah 83 dan upaya pengendalian pencemaran lingkungan. 

(3) Ketentuan Icbih lanju! mengenai persyaratan penyimpanan Iimbah 

B3 5~0agai:nana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oJeh Kepala 

_ ,instans] yang berlanggung jawab, 

Bagian Keempa! 

PengumpuJan 

Pasal 30 

(1) Kegiatan pengumpulan limbah 83 wajib memenuhi kett:ntuan 

sebagai berikut : 

a. memperhatikan karakteristik Iimbah B3; 

b, mempunyai laboratorium yang dapal mendeteksi karakteristik 

limbah B3 kecuali ulltuk toksikoiogi; 

c. memiliki periengkapan ulltuk penanggulangan terjadinya 

kecelakaan; 

,,,, 

d. memiliki konstruksi bangullan kedap air dan bahan bangunan 

disesuaikan dengan karakteristik limbah B3; 

e. mcmpunyai lokasi pcngllmplllan yang bebas banjir. 

(2) Ketenlllan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (I) ditetapkan oleh Kepala instaosi yang bertanggung 

jawab. 

'"'agian Kelima 

Pengangkutan 

Pasal 31 

Penyerahan limbah 63 oleh penghasil danlatau pengumpul dan/atau 

pemanfaat danJatau pc~golah kepada pengangkut wajib disertai dokumen 

limbah ll3. 

rasa! 32 . 



f'Rto:SID!:N 
R!:PUBLIK INDUNESIA 

Pasal 32 

151 

Pengangkutan limbah B3 uilakukan dengan alat angkut khusus yang 

memenuhi persyaratan dengan tata cara pengangkutan yang ditetapkan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian Keenam 

Pemanfaatan 

Pasal 33 

(I) Pemanfaalan limbah B3 meliputi perolehan kembali (recovery), 

penggunaan kembali (reuse) dan daur ulang (recycle). 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan limbah B3 

sehagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala instansi 

yang berlanggung jawab. 

Bagian Ketujuh 

Pengoiahan 

Pasal34 

(1) Pengolahan limbah B3 dapat dilakukan dengan cara thermal, 

stabilisasi dan solidifikasi, secara fisika, kimia, biologi dan/atau cara 

lainllya sesuai dengan perkembangan tekllologi. 

(2) Pcmilihan \okasi untuk pengo\ahan limbah B3 harus memenuhi 

ketentuan : 

a. bebas dari banjir, tidak rawan bencana dan bukaQ. kawasan 

lindung; 

b. merupakan .. 

. ~ 
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"- mempak!m lokasi yang ditetapkan sebagai kawasall i'c:njntukan 

industri bcrdasarkan rencana tata roang. 

(3) I·cogolahao Iimbah B3 dengan cara stabilisasi dan solidifil..as! wajib 

nlemenuhi pcrsyaratan sebagai berikut : 

a. melakukan analisis dengan prosedur ekstraksi untuk mmel11ukan 

mobilitas senyawa organik dan anorganik (Toxicity 

Characteristic Leaching Procedure); 

h. melakukan penimhunan hasil pengolahan stabili,asi dan 

solidifikasi dengan ketentuan penimbunan limbah B3 (llIndfill). 

(4) rengolahan limbah B3 secara fisika dan/atau kii\lia yang 

n ,enghasilkan : 

a Iimhah cair, maka limbah caif lersebul wajib. menlcnuhi baku 

mulu limhah cair; 

limbah pad at, maka limbah padal lersebul wajih 

kelentuan tentang pengeloiaan limbah B3. 

, 
mem"nuhi 

(5) I engolaban limbah B3 dengan cara Ihcnnal dengan men~"perasikan 

insinerator wajib memenuhi kelentuan sebagai berikut : 

l\ mempunyai insincralor dengan spesifikasi seSlid' dengan 

karaklerislik dan jllmlah limbah B3 yang diolah; 

h. mempunyal insinerator yang dapat memcllubi efisiellsi 

pemhakaran minim31 99,99 % dan efisiensi penghawuran dan 

penghilangan sebag3i berikut : 

I) efisien~i penghaocurao dan penghilangan uotuk Principle 

Organic Hazard Constituent (POUes) 99,99%; 

2) cflsiensi ... 

--. -. . ... '" ..• " 
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2) efisiensi penghancuran ''" penghilangan 

Polyclorinoted Biphenyl (PCBs) 99,9999 %; 

'" 

untuk 

3) efisiensi penghancuran dan penghilangan untuk 

PolycLorinated Dibenzojurans 99,9999 %; 

4) efisiellsi penghancuran ''" peoghilangan ullluk 

PolYc/(Jrinaled Dibenso-P-dioxills 99,9999 %. 

c. memenuhi slanelar emisi udara; 

d. residu dad kegiatan pembakaran berupa abu dan cairan waJib 

dikelola dengan mengikuti ketentuan tcutang pengeJoJaan limbah 

,83. 

(6) KetenlUan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengolahan 

limbah 93 ditetapkan o1eh KepaJa instansi yang bertaoggung jawab. 

Pasal 35 

Penghentian kegiatan pengolahan limbah B3 oleh pengolah wajih 

memiapatkan persemjuan tertulis dari Kepala instansi yang bertanggung 

jawah. 

Sagian Kedelapan 

Penimhunan 

Pasal 36 

Lokasi pcnimbunan limbah B3 wajib memenuhi per:syaralan sebagai 

berikut : 

3. behllll dari banjir; 

b. penneabilitas lanah maksimum 10 pangkal negatif 7 centimeler per 

detik; 

c. merupakan .. 
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c. llIerupakan lokasi yang ditetapkan sebagai !okasi pcnimbunan 

limbah B3 berdasarkan rencana lata ruang; 

'54 

d. merupakan daerab yang seeara geologis dinyatakan aman, stabil 

tidak rawan hencana dan di luaf kawasan limlung; 

e. tidak merupakan daerah resapan air tanah, khuslI~J\ya yang 

digunakan untuk air millum. 

Pasal 37 

(1) Penimbunan limbah B3 wajih menggunakan sistem peillpis yang 

dilengkapi dengan saluran untuk pengaturan aliran air pcnnukaan, 

ocngumpu1an air lindi dan pengolahannya, sumur pantau dan iapisan 

pcnutup akhir yang telab disetujui oleh ifl.'ltansi yang hertal).ggung 

jawah. 

(2) Ketentuan Jebih lanjut mengenai tata eara dan pcrsyaraw.n 

pcnimbunan limbah B3 ditetapkan olch Kepala instansi' yang 

b",rlanggung jawah. 

Pasal 38 

Penghentian kegiatan penimhunan limbah B3 oleh penimhllil wajib 

mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala instansi yang berlanggung 

jawab. 

Pasal 39 

(1) Terhadap !okasi penimbunan limbah B3 yang telah dihentikan 

k~giatannya wajib memclluhi hal-hal sebagai berikut : 

a. menutup bagian paling alas tempat penimbunan dengan tanah 

seteba! minimum 0,60 meter; 

h. melakukan ... 
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b. melakukan pemagaran dan memberi landa tempal penimbunan 

limbah 83; 

c. melakukan pemantauan kualitas air lanah dan menanggulangi 

dampak negatif yang mungkin timbu! akibat keluarnya limbah 

B3 ke lillgkungan, se[ama minimum 30 tahun terhirung sejak 

ditutupny~ seluruh fasilitas penimbunan limbah B3; 

d. peruntukan lokasi penimbun yang telab dihentikan kegiatannya 

tidak dapal dijadikan pemukiman alau fasilitas umum lainnya. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewujiban 

sebagaimana dimaksud pada ayal (1) ditetapkan oJeh Kepala installsi 

yang bertanggung jawab. 

BAB V 

TATA LAKSANA 

Bagian Pertama 

P~rizinan 

Pasal40, 

(1) Sellap badan usaha yang melakukan kegiatan : 

a. pellyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dim/aillu 

penimbunan limbah 83 wajib memiliki izin operasi dllri Kepala 

inslansi yang bertanggung jawab. 

b. pengangkut limbah 83 wajib memiliki izin pengangkulan dari 

Menteri Perhubungan seteiah mendapat rekomendasi dari Kepala 

instansi yang bert3nggung jawab. 

c. pemanfaatan ... 
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c. pemanfaalan limbah B3 sebagai kegialan ulama wajib memiliki 

izin pemanfaalan dar! instanSI yang berwenang memberikan izin 

pemanfaalan setelah mendapat rekomendasi dad KepaJa instansi 

yang bertanggung jawab. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh ilin sebagaimana 

dimaksud pada ayat (I) huruf a ditetapkan oleh Kepala instansi yang 

hertanggung jawab, dan ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh 

Kepala instansi yang berwenang memherikan ilin. 

(3) Kegiatan pengoJaban limbah 83 yang lerintegrasi dengan kegiatan 

pokok wajib memperoieh Ilin operasi alat pengolahan limbah 83 

yang dikeluarkan oJeb Kepala instansi yang bertanggung jawab. 

(4) Persyaratan untuk mempernleh ilin sebagaimana dimaksud pada 

ayat (I) adalah sebagai berikut : 

a. memillki akte pendirian sebagai badan usaha yang 

disyahkan oleh instansi yang berwenang; 

b. nama dan alamat badan )Jsaha yang memohon ilin; 

c. kegiatan yallg dilalcukan; 

d. lokasi tcmpat kegiatan; 

e. nama dan alamat penanggung jawah kegiatan; 

f. bahan baku dan proses kegiatan yang digunakan; 

g. spesifikasi alat pcngelolaan limbab; 

telah , 

h. jumlab dan karakteristik limbab 83 yang disimpan, dikumpu\kan, 

dimanfaatkan, diangkut, diolah atau ditimoon; 

I. lata letak saluran limbah, pengolahan limbah, dan tcmpat 

penampungan semenlara 1imbab 83 scbelum diolah dan tempa! 

penimbunan setelah diolab; 

j.ala! ... 
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J .. alat pencegab pencemaran unluk limbah cair, emisli, dan 

pengolahan limbah 83. 

(5) Ketentuan lebih Ianjut mengenai tata eara permohonan illo 

sebagaimana dimaksud pada ayal (3) dan tata cara pennohonan 

rekpmendasi sebagaimana dimaksud pada ayal (I) huruf b dan huruf 

c diletapkan oleh Kepala instanSi yang bertanggung jawab. 

Pasal 41 

(I) Keputusan mengenai izin dan rekomendasi pengelolaan Iimbah 83 

yang diberikan oleh Kepala install'li yang benanggung jawab 

sebagaimana dimaksud da1am Pasal 40 wajib diumumkao kepada 

masyarakat. 

(2) Tata eara pengumuman sebagalmana dimaksud pada ayal (I) diatur 

lebih Janjul dengan keletapan Kepala install'li yang bertanggvng 

jawab. 

Pasa142. 

(1) IZln lokasi pengolahan dan penlmbunan Iimbah B3 diberikan oleh 

Kepala Kanlor Pertanahan KabupatenIKotamadya semai rencana 

tata ruang setelah mendapal relromendasi dari Kepala ill'ltansi yang 

bertanggung jawab. 

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada aya! (I) didasarkan pada 

hasil peneli!ian leotang dampak Jinglrungan dan kelayakan teknis 

lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal34 ayal (2) dan Pasa136. 

Pasaf 43 ... 
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Pasa! 43 

(1) Untuk kcgiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan/alau 

penimbunan limbah 83 scbagai kegiatan utarna wajib dibuatkan 

allalisis mengenai dampak lingkungan hidup sesuai dengan peraturan 

p('rundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dokumen analisis rncngenai dampak Iingkungan ilidup diajukan 

bnsama dengan permoilonan izin opcTlIsi sebagaimana dimaksud 

dnlam Pasal40 ayal (4) kepada instansi yang bertanggung jawab. 

(3) Kt:putusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil peniiaian 

allalisis mengenai dampak lingkungan hidup diberikan oleh KepaJa 

instansi yang bertanggung jawab. 

Pasal44 

(I) Keputusan mengenai permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 40 diherikan oleh Kcpa\a instansi yang bertanggung jawa,b 

sdambat-Iambatnya 45 (empa! puluh lima) hari kelja terhilung sejak 

diterimanya. 

(2) Syaral dan kewajiban dalam analisis mengenai dampak lingkungan 

hidup yang telah disclujui merupakan bagian yang akan menjadi 

bahan pertimbangan dalam ,pemherian izin sebagaimana uimaksud 

dalam Pasai40 ayat (I). 

Pasa! 45 

(1) Kegiatan baru yang menghasilkan limbah B3 yang ll1e1akukan 

pcngoiahan dan pemanfaatan limbah 83 yang lokasinya sama 

dengan kegiatan utamanya, maka analisis mengenai dampak 

lingkungan hidup untuk kegiatan pengoJahan lirnhah B3 dibuat 

sccara lerintegrasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan 

hidup untuk kegiatan ulamanya. 

(2) Apa1)i\a ... 

>5, 
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(2) Apabila pengolahan Iimbah B3 dilakukan oleh penghasil dart 

pcmanfaat limbah B3 di lobsi kegiatan utamanya, maka hanya 

rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan 

lingkungan hidup yang telah disetujui yang diajukan kepada installsi 

yang bertangg;ung jawab bersama dengan permohonan izin operasi 

schagahnana dimaksud dalam Pasal 40. 

(3) KC~unlsan mengenai permohonan izin sebagaimana dimaksud pada 

ayat (I) dan ayat (2) diberikan oleh instansi yang bertanggunguawab 

se]ambat-Ianlhatnya 60 (enam pulub) hari terhitung sejak diterima­

nya rencana pengeloiaan lingkungan hidup dan rencana pcmantauan 

Iingkungan hidup yang tdah disetujui. 

(4) Syarat dan kewajiban yang lercantum daJam rencana pengelo]aan 

lil1~kungan hidliP dan rencana pemanlauan lingkungan hidup 

scb\lgaimana dimakslld pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal40. 

Pasal46 

(1) Apabila penghasil dan/atau pemanfaat Iimbah B3 bertindak sebagai 

pcngolah Iilllbah B3 dan lokasi peng01abannya berbeda dengall 

jo\casi kegialan ulamanya, maka terhadap kegialan pengo laban 

limbah B3 tersebu! berlaku ketentuan mengenai pengolahan limbah 

83 dailim PcralUran Pemerintah ini. 

(2) Untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3 sebagai kegiatan utatnanya 

wajib dibua(kan analisis mengenai dampak lingkungan J\idup 

scdangkan untuk kegialan yang terintegrasi dengan kegiatan 

utamanya w'ljib membuat rencana pcngelo!aan lingkungan hidup 

dan rencana pemantauan lingkungan hidup. 

(3) Dokumen ... 
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(3) llokumcn 311alisb mengenai dampak lingkungan hidllp diajukan 

).cpada inslllnsi yang berlanggung jawab dan perseluwun alas 

tlokumen tersehm dlberikan oleh Kepala instansi yang hel tanggung 

j \wab. 

(4) ,':yarat dan kewajiban yang tercanlum dalam rencana pcnge!olaan 

lmgkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup yang 

lclah diserujui wajih dicantumkan dalum izin sebagaimana dimaksud 

rlalam Pasal 40. 

Bagillo Kedua 

Pengawasan 

Pasal 47 

(I) J'engawasan pengelo[aan limbah B3 dilakukan olch Mcnleri dan 

I,elaksanaanya diserahkan kepada instansi yang bertanggung jawab. 

(2) l'engawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipUli 

l'emanlauan terhadap penaatan persyaratan serta ketenluan teknis 

(Ian administratif oleh penghasil, pcmanfaal, pcngumpul, 

pengangkuI, pengolah, dan !1enimbun limbah B3. 

(3) I'elaksanaan pengawasan pengelo[aan limbah B3 tli daerah 

dilalrukan mcnurut tata laksana yang ditetapkan oleh Kepala instansi 

;. ang bcrtanggung jawab. 

(4) l'engawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat PJda tingkat 

Tlasional dilaksanakan oleh instans] yang bel1anggung jawah dan 

pada lingkal daerah dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah 

Tingkal I dan/alau Bupali/Walikotl!madya Kepala Daerah Tingkat II. 

Pasal 48 ... 

160 
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Pasa] 48 

(1) Pengawas dalam mclaksanakan pengawasan pengelolaan limbah B3 

scbagaimana dirnaksud dalam Pasa1 47 ayat (1) dilengkapi Landa 

pengenai dan sural tugas yang dike[uarkan oleh Kepala instansi yang 

berlanggung jawab, 

(2) I'engawas sebagaiman3 dimaksud pacta ayat (I) herwenang : 

d, memasuki area! lokasi penghasil, pcmanfaalan, pengumpulan_ 

pengolahan dan penimbun limbah B3; 

b. mengamhiJ dontoh limbah B3 untuk dipcriksa di laboralorium; 

c, meminta kelerangan yang berhutmngan dengan pelaksanaan 

pengelolaan lirnbah B3; 

d. melakukan pemotretan sebagai kelengkapan iaporan 

pengawasan. 

Pasal 49 

Penghasil, pengllmpul, pengangkut, pemanfaat, pengoiah dan pe/limbutl 

limh~h< 113 wajih membanlu petugas pengawas dalam melakukaf) lllgas 

scbagaimana dimaksud dalam PasaJ 48 ayat (2). 

PasaJ 50 

Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan indikasi adanya 

lindak pidana lingkungan hidup maka pengawas selaku penyidik 

pegawai negeri sipH lillgkungan hidup dapal melakukan penyidikan. 

Pasa151' 

(I) Illstansi yang bcrtanggung jawab menyampaikan laporan 

pe!aksanaan pengelulaan limhah 83 secara berkala sekurang­

kll{angnya satu kali dalam satu tahun kepada Presiden dengan 

h'mbusan kepada Mcnteri. 

(2) Menteri. 

F':-' r:/"i\' , " , 
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(2) Menteri mcngcvaluasi laporan tersebut guna menyusun kebijakan 

renge10iaan limhah lB. 

!'asal 52 

(\) 1 Jntuk menJaga kcs'-'hatan pekerja dan pengawas yang hckcrja di 

hidang penge]olaan limbah 83 dilakukan uji kcsehalaTl seeara 

I·erkala. 

(2) Uji kesehatan pckcrja sebagaimana' dimaksud paua ayat (lj 

diselenggarakan o1ch penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 

flcngelolaan limbah B3 

(3) 1!ji kcsehatan hagi pengawas pcngelolaan limbab 83 sehagaimana 

dimaksud pada ayat (I) diselenggarakan oleh instansi yang 

hertanggung jawab di bidang kcsehatan tcnaga kerja. 

Bagiao Ketiga 

Perpindahan Limas Balas 

]'asaJ 53 

(1) Setiap orang dilarang melakukan impor 11mbah 83. 

(2) I'l1ngangkutan limbah B3 dati luar ncgeri melalui Wilayah Negara 

Indonesia dcngan tujuan transit, wajib memilild persetujmm: tertulis 

terlebih dahulu dari Kepala instansi yang bertanggung jawah, 

(3) Pengangkutan limh,lh B3 dari luar negeri melalui Wilayah Negara 

Republik Indonesi,1 wajib diberitalmkan terlebih dahulu secara 

:ertulis kepada Kepala instaillli yang bcrtanggung jawab. 

(4) I'engiriman limhah B3 ke luar negeri dapat dilakukan setelah 

'nendapat ~rselujuan tertulis dari pemerintah negara penerima dan 

Kepala inslansi yan)'. bertanggung jawab. 

(5) Ketcntuan .,. 
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(5) Ketenman Icbih tanjut mengenal tala nlaga limbah 83 ditetapkan 

oleh Menteri yaog dilUgasi dalam bidang pcrrlagangan setelah 

mcndapat pertimhangan dari Kepala installsi yang bertanggung 

jawab. 

Bagian Keempat 

Infonnasi dan Pe[aporan 

Pasa] 54 

(I) Sctiap orang berhak alas informasi mengenal pengelolaan Iimbah 

83 

(2) Instansi yang berlanggung jawab wajib memberikan infonnasi 

sebilgaimana dimaksud pada ayal (l) kepada setiap orang seeara 

lerbuka. 

Pasal55 

(I) Seliap orang berhak melaporkan adanya potensi maupun keadaan 

lelah terjadinya pencemaran dan/alan kerusakan lingkungan hidup 

ya{]g disebabkan oleh limbah 83. 

(2) PcJaporan tcotang adanya peristiwa pencemaran dan/alan perusakan 

lingirungan hidup disampaikan secara Hsan atau tertulis kepada 

instansi yang bertanggungjawab atau aparat pemerintah terdekat. 

(3) Aparat pemerintah yang menerima pelaporan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) wajib meneruskan !aporan tersebut kepada inslansi 

yang bertanggung jawab selambat"lambatnya 3 (tiga) hari kerja 

setelah diterirnanya pelaporan. 

Pasa! 56 ... 

>63 
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Pasal S6 

(1) Instaosi yang menerima laporan sebagaimana dimaksud daJarp Pasa! 

55 wajih segera menindaklanjuti laporan masyarakat. 

(2) Proses lindak ianjut maupun hasil laroran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (I) wajib diberitahukan kcpada peJapor dan/atau 

masyarakat yang berkepentingan 

Pasa157' 

Tala cara dan mekanisme peiaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

55 dan Pasal 56 ctiatur lebih lanju! oleh Keputusan Menteri. 

Bagian Kelima 

Penanggulangan dan Pemulihan 

Pasal58 

(1) Penghasil, pengumpuJ, pemanfaat, pengangkut, pengoJah d'an 

penimbun limbah 83 bertanggung jawab alas penanggulangan 

kecelakaan dan pencemaran Jingkungan hidup akibat lepa~ alau 

tumpahnya limbah B3 yang menjadi taoggung jawabnya. 

(2) Penghasil, pengumpul, pengangkut, pemanfaa!, pengulab, dan 

penimbun limbah B3 wajib memiliki sistem langgap damrat. 

(3) Penanggung jawab pengelolaan Iimhah B3 wajih memberikan 

informasi tenlang sislem tanggap daTUral sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) kepada ma~yarakal. 

(4) Penghasil danfatau pengumpul dan/alau pengangkul dan/atau 

pengolab dan/alau pemanfaal dan/alau penimbun limbah 83 wajib 

segera melaporkan tumpahnya bahan berbabaya dan beraeun (B3) 

dan Iimbah B3 ke lingkungan kepada inslallSi yang bertanggung 

jawab dan/atau Gubemur KepaJa Daerah Tingkat I dan/alau 

BupatifWaJikotamadya Kepala Daerah Tingkat II. 

(5) Ketentuan ... 
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(5) Ketentuan It:bih ianjul mengenai peflaoggulangan kecelakaan dan 

pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan oleh 

K~pala instansi yang bcrtanggung jawab. 

Bagian Keenam 

Pengawasan Penanggulangan Kecelakaan 

Pasal59 

(1) Pelaksanaan petlgawasan penanggulangan kecelakaan di daerllh 

dilakukan oleh Pemerinlah Daerah Tingkat II untuk skala yang bisa 

dit'anggulangi oleh kegialan penghasil dan/atan pengumpul dan/alan 

pengangkut dan/alau pengolah dan/atau pemanraat danlatau 

penimbun. 

(2) Pelaksanaan pengawasan penanggulangan kecelakaan untuk skala 

yang tidak dapal ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II, 

maka Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat 

II seeam bersama-sama melalcukan pengawasan . 

,3) Pelaksanaan penanggulangan kecelakaan pada penghasil dan/atau 

pengumpul danlatau pengangkut dan/atau pengolah dan/atau 

pemanfaat dan/alan penimbun yang dampaknya sangat besar 

sehingga mencaknp dua wilayah daerah lingkal II pengawasannya 

dilakukan 5ecara bersama-5ama oleh Pemerintah Daerah Tingkal II 

dan Pemerintah Daerah Tingkat 1. 

(4) Pelaksanaan penanggulangan kecelakaan pada pengba.o;il dan/alau 

pengumpul dan/atau pengangkut dan/alau pengolah dan/alau 

pcmanfaat dan/atau penimbun yang dampaknya sangat besar 

schingga Pemerintah Daerah Tingkat II tidak bisa mengawasi 

pengawasannya dilakukan oleh inSlausi yang bertanggung jawab 

bersama-sama dengan Pemerinlah Daerah Tingkat II dan Pemerintah 

Daerah Tiogka! I. 

Pasal 60 ... 
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Pasa! 60 

(1) Pcnghasil, pcngumpul, pemanfaat, pengangkut, pengolah dan 

pnlimbuJI limbah BJ wajib segera menanggulangi pencemaran alau 

knusakan lingkungan akibat kegiatannya . 

(2) Apabila penghasil, pemanfaat, pengumpul, pengangkut, pellgnJab 

dHll penimbun limbah B3 tidak melakukan penanggulangan sebagai" 

mana dimaksud pada ayal (I), atau tidak dapal menanggUlangi 

sl'hagaimana me~tinya, maka instansi yang bertanggung jawab dapat 

mclakukan penanggulangan dengan biaya yang dibebankan kepada 

pcn~hasil, danlatau pemanfaat, dan/atau pengumpul, dan/atan 

pengangkut, dan/atau pengolah, dan/atan penimbun limbah 83 yang 

bnsangkutan melalni Gubernur Kepala Daerah Tingkall. 

Bagian keenam 

Pembiayaan 

Pasal61 

(1) Segala hiaya unluk mernperoleh izin dan rekomendasi peogelolaan 

limhah B3 dibebankan kepada pemohon izin. 

(2) Beban biaya permohonan izin sehagaimana dimaksud pada ayat (1\ 

mdipuli hiaya studi kelayakan teknis untuk proses perizinan. 

(3) Untuk pemantauan dan/atau pengawasan pengelolaan Iimbah B3 

yang dilalrukan oleh : 

a. instansi yaflg bertanggung jawab dibebankan pacta Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara (APBN); 

b. instansi ... 

'" 
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h. inSlansi yang bertanggung jawab daerah dibebankan pada 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). 

(4) Kelentuan Jchill lanju! mengenai tata laksana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) ditetapkan oleh KepaJa instansi yang bertanggung 

jawah. 

BAB VI 

SANKSI 

P~sal 62 

(I) Instansi yang bertaoggung jawab memberikan peringatan'tertulis 

kepada penghasil, pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengolah 
, 
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atau penimbun yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4, 'Pasal 9, 

Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, IPas~1 16, 

Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasa120, Pasal 21, Pasai 22, ,Pasal 23, 

Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29 Pasal 30, :Pasal 31, 

Pasa132, Pasal33, Pasal 34, Pasal35, Pasal 36, Pasal 37, 'Pasal 38, 

Pasal 39, Pasal 40, Pasai 42, Pasal 43, Pasal 49, Pasal 52 ayat (2), 

Pasa! 58, dan Pasa! 60, 

(2) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima be!as) had sejak dikeluarkan­

nya peringatan lerrulis sebagaimana dirnaksud pOOa ayat (1) pihak 

yang diberi peringatan tidak mengindahkan peringatan atau tetap 

tiqak mematuhi ketentuan pasal yang dilanggamya, maka Kepala 

H1stansi yang bertanggung jawab dapat menghentikan sementara atau 

mencahut semen tara izln penylmpanan, pengumpulan, pengolahan 

lennasuk ... 
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(ocrmasuk penimbunan limbah B3 sampai pihak yang dib~ri 

peringatan mematuhi ketentuan yang dilanggarnya, dan bilamana 

da[am bams waktu yang ditetapkan tidak diindahkan maka izin 

operasi dicabut . 

(3) Bupati/Walikotamadya KepaJa Daerah Tingkat II dapat menghenti­

kan sementara kegiatan operasi aUis nama illstansi yang hcrwenang 

danlatau instansi yang bertanggung jawah apabiJa pelanggarall 

tcrsebut dapa! membahayakan lingkungan hidup. 

(4) Kepala instansi yang bertanggung jawab wajih dengan segera 

mcncabut keputusan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dan ayat (3) apabila pihak yang dihentikan semenlara 

kegiatan operasinya teJab mematuhi kelentuan yang dilanggarnya . 

Pasa! 63 

Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasa! 3, Pasa! 4, Pasai 9, Pasa] 

10, Pasa! ]4, Pasa! 15, Pasal19, Pasa] 20, Pasa! 29, Pasa] 30, Pa;ai 32, 

Pasal 34, Pasal36, Pasal 37, Pasa139 dan Pasa160 yang mengakibatkan 

danJat(!.u dapat menimbu!kan pencemaran dan/alau perusakan Iingkungan 

hidup diancam dengan pidana sebagaimana diatur pada Pasai 41, Pasa! 

42, Pasa! 43, Pasa! 44, Pasa! 45, Pasal 46, dan Pasa! 47 Undang-Ilndang 

Namor 23 Tahun !997 tcnlang Pcngclalaan Lingkungan Hidup. 

BAB VII." 
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KETENTUAN PERALiHAN 

Pasal64 

(1) Apabila pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah 

dilakukan pengeloiaan dan/atau pembuangan dan/alau penimbunan 

limbah 93 yang lidak memenuhi syam! sebagaimana dimaksud 

dalam Peraturan Pemerintah ini, maka setiap orang atau badan usaha 

yang menghasilkan, mengumpulkan, menganglrut, mengolah alau 

menimbun limbah B3 baik masing-rnasing maupun bersama-sama 

secara proporsionai wajih melakukan pembersihan dan/atau 

pemulihan linglrungan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 

(satu) tahun. 

(2) ApabiJa orang alan badan usaba yang menghasilkan, mengumpu!-, 
kan, mengangirul, mengoiah dan menimbun Hmhah B3 sebagaimana 

dimaksud pada aya! (\) tidak melakukan pembersihan dan 

pemulihan iingkungan maka instansi yang bertanggung jawab dapat 

melakukan atau meminla pihak ketiga melakukan pembersihan dan 

pemuJihan lingkungan dengan biaya yang dibebankan kepada orang 

atau badan usaha yang menghasilkan, mengumpulkan, menganglrut, 

mengolah dan menimbun limbah B3 baik seeara sendiri maupun 

bersama-sama seeara proporsional. 

(3) Bagi kegiatan yang memanfaatkan limbah B3 dari luar negeri dan 

telah memiliki izin banya dapat melakukan impor limbah B3 sebagai 

bahan baku sampai dengan Bulan September 2002. 

Pasa165 ... 
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Pasal65 

SeliaI' orang alau badan lIsaha yang sudah melakukan kegl31an 

penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pcngolahan dan pcnimbunan 

pacta saat herlakl.lllya I'enlluran Pemerintah ini wajib mClllinla iz:in 

schagaimana dimakslid dalam I'asal 40 sclaillbat-lambatnya dalam wa),:lll 

! (salu) tatum sejak saal bcrlakunya Peraturan Pcmerintah ini. 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal66 

Deug''" berlakunya Peralurnn Pemerinlah ini maka Peraluran Pcmcrintah 

Nomor 19 Tahllil 1994 tentang Pengelolaan Limhah Bahan Berbahaya 

dan lIeracun (Lcmbaran Negara Tahun 1994 Nomor 26, Tambahan 

Lembaran Negara 3551 yang tclah diubah dengan Peraturan Pemcrintah 

NomoT 12 Tahun 1995 tentang Perubahan Peraluran Pemerintah NOlnor 

19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbabaya dan 

Beraclln (Lemharan Negara Tahun 1995 Nomor 24, Tambahan 

LemilMan Ncgala N0111ur 3595) Jinyat;lkan lictak bcrlaku lagi Jan 

mengacu kepada I'emnlran I'emerintah ini. 

Pasa167 

Pcratnran Pemerintah ini Illulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar. 
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Agor SC(I~jl orang Illellgc(ahuiny~ ll1cll]erintahkan pengnndallg:lll 

Pcralulan ,Pcmerilltah illi dcngan pellclllpalannya dalam LClllbarall 

l'IcgilrJ Rcpublik !lJ(lonc~ia, 

Diundallgkan Jj )abrta 

pada tanggal 27 Pebrl1ari 1999 
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